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Terdakwa melalui
kuasa hukumnya
tidak sependapat
dengan JPU yang
menyatakan kedua
terdakwa terbukti
melakukan korupsi
sesuai pasal 3 UU
Tipikor.

DENPASAR, NusaBali

Setelah dituntut hukuman 1,5
tahun hingga 2 tahun, sembilan
terdakwa kasus dugaan korupsi
SPPD (Surat Perintah Perjalanan
Dinas) Dispenda Gianyar jilid 11
mengajukan pledoi (pembelaan)
dalam sidang yang digelar di Pen-
gadilan Tipikor Denpasar pada,
Rabu (27/7).

Pledoi untuk terdakwa Dewa
Made Putra dan Sang Ayu lka Ken-
cana Dewi dibacakan oleh kuasa
hukumnya DAP Sri Wigunawati
dan | Gede Bina. Sementara pledoi
7 terdakwa lainnya, yaitu I Ketut
Ritama, Ketut Puja, Made Darmaja,
Nyoman Sulendra, Cok IsthSri

paten Glanyar

Siswarini, Dewa Putu Mudana dan

Dewa Putu S

arnama dibacakan

kuasa hukumnya, Bernadin SH.

Dalam pled

oi yang dibacakan

di hadapan magjelis hakim pimp-

inan Déwa
Jaksa Pénuntu

ade Suardita dan
Umum (JPU) Hari

Soetopo, kuasa
kwa, Sri Wigu
sependapat de;
lai kedui terdak

hukum dua terda-
awati menyatakan
gan |PU yang meni-
kwa tidak terpenuhi

gpl\\zo\f:
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SIDANG tuntutan 9 terdakwa kasus perjaladan dinas fiktif Dispenda Kabu-
di Pengadilan Tipikor Denpdsar Rabu (20/7) Ialu :

mel —‘Kuk‘m koruipsi sesuai ddkwaan
primer pasal 2 UU Tipikor.

mun iatidak sependapatden-
gan |PU yang menyatakan kedua ter-
dalkwa terbukti melakukan korupsi
sesudi pasal 3 UU Tipikor: Pengacara
yang Juga politisi ini menilai perkara
yang [didakwakan JPU ini jenisnya
sama dengan perkara yang sudah
divoriis sebelumnya. Yaitu perkara
perjajanan dinas fiktif yang dilaku-

A

kan 14 terdakwa yang sudah divonis
sebelumnya

“Seharusnya perkara ini dijadikan
satu dengan perkara sebelumnya
yang telah diputus,” beber Sri Wigu-
nawati dalam pledoi. Di akhir pledoi,
kuas(lhukunﬁmda}(wnm meminta
supaya dibebaskan dari seluruh da-
kwaan JPU. “Menyatakan terdakwa
tidak terbukti bersalah melakukan
tindak pidana korupsi sesuai pasal 3
UURITahun 1999 tentang pemberan-
tasan tidakpidana korupsiyang sudah
diubah dan ditambah dengan UURI
No 20 tahun 2001," pungkas kuasa
hukum 9 terdakwa, Sri Wigunawati
dan Bernadin.

Seperti diketahui, 9 terdakwa
dituntut hukuman berbeda dalam
sidang yang digelar di Pengadi-
lan Tipikor Denpasar pada, Rabu
(20/7). Dalam tuntutan yang di-
bacakan Tim jaksa penuntut umum
(JPU) Hari Soetopo dan Rika Ekay-
anti menyatakan kesembilan ter-
dakwa bersalah melakukan tindak
pidana korupsi secara bersama
sama dengan tujuan menguntung-
kan diri sendiri, orang lain atau
suatu korporasi. Para terdakwa juga
menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada

padan}a karena jabamn, kedudukan
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Fiktif Dispenda Gianyar Jilid |l

yang dapat merugikan keuangan
negara.

Kesembilan terdakwa dijerat
pasal 3 UU RI No 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tipikor,
sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan UU RI No 20 ta-
hun 2001 tentang pemberantasan
Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1
KUHP. Meski dijerat pasal yang
sama, namun tuntutan untuk kes-
embilan PNS Pemkab Gianyar ini
berbeda-beda:

Untuk enam terdakwa yaitu
Dewa Made Putra, Ketut Ritama,
Sang Ayu Made lka Kencana Dewi,
1 Ketut Puja, I Made Darmaja dan |
Nyoman Sulandra dituntut huku-
man 2 tahun penjara ditambah
denda Rp 50 juta subsider 6 bulan
penjara. Sementara untuk terdakwa
Tjok Istri Siswaryni, I Dewa Putu
Mudana dan Dewa Putu Suarnama
dituntut hukuman 1,5 tahun dit-
ambah denda Rp 50 juta subsider 3
bulan penjara. Dijelaskannya, dalam
tuntutan memang dibedakan an-
tara 6 terdakwa dengan 3 terdakwa
lain. la menyebutkan, 6 terdakwa
yang dituntut 2 tahun tersebut
merupakan terpidana dalam kasus
sebelumnya. Sehingga pihaknya
menuntut lebih tinggi. & rez
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| “Proyek ardx:a[Lilitu proyekn-
ya kami. SeKarang masih dalam
tahap pengdrjaan,’ ujar Kepala
Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika (Dishubkom-

}info) Kabupaten Badung | Wayan
‘Weda Dharmaja, Rabu (27/7)
kemarin. i
Dikatakan, proyek pemban-
‘gunan pagdr pengaman jalan

yang terbuat dJri bbja itu untuk -
nfpe;jgendara dari

. Mengingat
tupografi wilayah Kecamatan
Petang ber ukit. “Proyek ini
gﬁt saja menggantikan penga-

" man jalan yang telah usang, tapi-

sekaligus mgnambah lagi yang
baru pada titik lain,” jelasnya..
lfabri}i Lalu Lintas

AL S N1 BEEE A

ishubkomi 1ftnBadufng Tofan

griyanto, menambahkan pema-

r per;faman jalan
ye

merupakan pr pemerintah
ang &idanaf %\ri APBD Induk

“Nilai kontraknya
ebih dan kami tar-
‘toberi 2016 sudah
Tofan.

F.240 eter panjang

meminimal
resiko kecelakaa
I
Kawasan Badur Sementarn
Kecamatan Petang1 : B
upografi perbuki ;
pun banyak menikung, dimana '
sisi kanan da kiridjikah bukan
lahan persawahan adalah tebing
terjal, sehingga karena alasan itu sangan paga
pemerintah menggelontorkan
anggaran besar dalam rangka X‘ 2016
memberikan rasa aman bagi pen- Tahun i
gendara. Saat nirgekerja prayek Rp 2 miliar
tengah bekerja merampungkan
proyek tersebut. | ’ i
i
| |
Edisi

Hal

sy 2

_ 'mengimbau penge
“'selalu waspada saa

| D

(| | f
' paéar élengafnan jalan tyang dipa-
'sang. Menurut Tofan, pemasan-
‘gan pagar pengaman jalan ada

di 14 titik, yakni 13 titik ada di

wilayah Kecamatan Petang, se-
1 dangkan 1 titiklagi di Kecamatan

Abiansemal. | =

Menurut Tofan, Kecamatan
"Petang paling banyak pemasan-
gannya, karena tak lepas dari
tupografi wilayah paling utara
Bad QE ini yang berbukit dan
=bantjla jalan terjal serta sisi
’kanan terdapat jurang terjal, se-
‘hingga jadi prioritas. “Di wilayah
Petang banyak jalan berkelok
| ldan,j:ran , makanya paling
\banyak guard rail kag'u pasang di
'sana. Kalau di wilayah lain tidak
!beg&tu anyak,” ka &a. fie)
| Mes ipeme% h ' memper-
banyak pagar pengaman ja-
lan, namun peme 'jl'gah tetap

ra untuk
berken-
dara serta mengecek kondisi
kendaraannya sebelum beper-
gian, ¥ “Kesiapan kendaraan
nting harus layak jalan.
Lampu harus terang, kesiapan
dari pengemudi sehat tidak

te aruh min
obga%tan'terlaqg ,

alam
1 ig{a," pesannya. |

oar Pengaman Jalan

lur Rawan Badung Utara
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‘Kasus Beasiswa, Winasa Debat
[y lajelis Hakim
antara terdakwa, Prof dr drg E‘i k- E?:%%EE%(EE%E%: -

Gede Winasa dengan niajelis
hakim Pengadilan Tipikor
Denpasar dalam sifang
lanjutan korupsi beasiswa
STIKES dan STITNA Jem-
brana di Pengadilan Tipikor
Denpasar, Rabu (27/7),

Dalam sidang tersgbut
Prof Winasa duduk |seb-
agai saksi untuk memberi- _ ; : AP
kan ketertmgan kepadal | ; | ® NUSABALIYUDA bf’; andﬁdlgegyl'glkdan
terdakwa mantan Kepala. MANTAN Bupati lembrana, | Gede Winasa (kedua dari kiri) 5142ng berbeda,” tanya
Dings Pen;lic,likag (Kadis-| berialan beriringan dengan mantan Kadisdik Jembrana, AA Hakim Suardita.

setelah diperiksa penyi-
dik Kejati," jawab Winasa.
Nah, perdebatan semakin |
sengit saat Winasa dit-
anya soal BAP. Saat itu
Prof Winasa mengatakan
pemberian beasiswa
berdasarkan Perbup 04
_tahun 2004, “Kok jawa-

ik) i .. Gede Putrayasa (kedua dari kanan) meninggalkan ruang sidang = Winasa menjawab
ﬁ::)xlseénr;ﬁ??fzg lstflz gg) ‘Pengadilan Tipikof Denpasar, Rabu (37/7). ‘ f? { g}, iikaaﬁ kesalahan dalam 4
1) Y ¥ 4 . e

2l
dan AA Gde Putra Yasa diparaf bawahan, tinggal tandatangan pad peny?idinggll

(2009-2010). Awalnya, majelié ha-  saja. Kalau semua Perbup dibaca bisa G ;
kim Sukanila menanyakan terkait pu]sing jadi bupati? ujarﬁya. : menyeret Asisten I1 Setda Jembrana

4/ <y ‘58 sebdgai penanggung jawab program
‘ E:ll;::?:ia’;;‘;; 'go ‘*"/lﬁ ?09 yang ; Halr yang sama dlr}yatakan hakim ey sta ini. Dalam dakwaan dijelas-
Namun jawaban Bupati jembrana 2788 Dewa Suardhita. 1a menyebut  kan korupsi ini sendiri berawal saat
2 periode itu membuat majelis hakim W“‘as‘ ek bl\ka lepas da'."' tangggng Winasa mengucurkan beasiswa pada
terkejut. “Sampai sekarang saya tidak jawab Hukum sebagai bupati, Apalagi se- 2010 bagi mahasiswa di STIKES dan
pernah lihat Perbup Nol04 tahun 2009 bagai pemimpin, Winasa harus bertang-  STITNA yang berada di bawah Yayasan
tersebut,” tegasnya menjawab pertan- ~ Sungiawab atas semua yang dilakukan | Tat Twam Asi (TTA) miliknya.
yaan hakim. Majelis hakim yang terli- ~bawahannya. "Huu,l'anandamn@ngpaﬂ(, - Namun penyaluran pemberiam
hat heran kembali menanyakan ter-  tapicaranyasalah,”tegas Suardhita.  beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan
kait tanda tangan di Perbup tersebut Namun lagi-lagi Winasa menjawab - STITNA tidak sesuai dengan kriteria
yang ditandatangani Winasa sebagai  pertanyaanhakim denganmempertan-  dan ketentuan. Akibatnya, beasiswa
Bupati. Namun Winasa berkelit dan  yakan keabsahan Perbup yang menga-  yang dikucurkan dari dana APBD .
mengatakan u‘dak,tah1 menahu soal  tur tentang bepsiswa tersebut. “Mana - Jembrana tersebut bocor dan men-

rikan keterangan
ainitu, Winasa juga

Perbup tersebut. “Dalam birokrasi  bukti tandatangan basah saya? Jangan- gakibatkan kerugian negara hingga -

| ada prosesnya. Bup;{t 7krz‘:l au sqdah jangap erbextu fe_kiyasa. Yaflg&jelis; J{p 2,3 miliar. @ rez e Sl
| 1
|
i
1
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< ke qi!J(an pemerintah - dike
kan bebas visa bagi 169 negara, 1 ‘
termasuk y& g baru diwacan: .rg* em- mepcapa; ,}eblh lan)a ini
ian tax a ne,gtﬁy sebab dini d pat sebagian b&ig;‘r& apatam
- njot pariwisata. - Asli Daerah ) ang pa hun%ﬂ i
bijakan pemerintah pusat ng mem- dirancang se 2 SStrllm ningkat
69 negara bebas visa memberikan  sebesar Rp 580,1 miliar diban n pada

tl
lain itt, in

‘ ’ ~7 .‘ ?nkab"hi

endapatan pasti erpenrxhl dari paja
b an) a, hasil realisasi penda- induk 2016
suk angf . Rp 237 miliat per bulan. Sebelumnya
at RPJMD antara eksekutifdan ~ Giri Prasta menyatakan akan mengajar
L mps an h: an dia  yasar rumah 31; mah kos. Apala
gejar target. Daerah (Per bupaten Badung Nomor
: mengatakah regu tch

pada sektor pa iwisata. “Kita yakin, tax am-  obyek pajak. ela i, sumber pendapatan
nesty akan banyak mengundang investasi Pemkab Bad ng
ba in:a maupun properti 13 Badung. dari sektor p 1ak

a anbl m paj erLeur,tuk Badung, Rauﬂ(zq! lalu @asfu
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tiliun. lnsfad i ad

a aian dic
_ unt
an ] servis cukuy
ung|ini meny-  setor
usat

eh karena mduk 2016 yang er sar Rp 2,9 triliun lebih.
bomsa]a, sebag1 _%a ' PAD Badun; Ibersum— I

dlrancang Rp 3

esar p2 ‘ un, ada

per Juni 2016 ini juga pe ngkatan Rp 4
patl Badun yoman

i Arnawa pot¢n51 pel; atapan, salah sa men-
i i ﬁatumn

lasi 15 tahun 2011 t g Pajak sudah
at seperti tak amnesty, mengamanatkan bila rumah kos» san yang
sfa$1 ke Badung khususnya melebihi jumlah 10 kamar ma# sebaga1

ih banyak disumbang

| dan restoran. “Kita
harapkan akan optima kan ndapatan dari pajak.
anya. ’ Salah satunya p i adalah rumah kos,”

»uh pejabat as lP{catu,Kuta kata bupati usai Sidang Parlpurn1 DPRD

Selatan, pene
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“mengajukan
auan kembali

ipeninj
|

- Tiga mantan Direksi PDAM
H i Dewa Putu Djati (Direktur
Utama), Pewa Nyoman Putra

; (Direktur Umtim}), dan I Nyoman

Nuka (Direktur| Teknik) sejak
Senin (25/7), menjalani penah-
anan di Rutan Klas Il B Gianyar. Pi-

pemindahan mereka ke Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas).

‘Berdasarkan atura?] tentang

tingkat hujumannyb antara

4 + 5 tahun, ketiganya menjani
penjara, bukan di Rutan. Dite-
mui NusaBali, Rabu (27/7),

Kepala Rutan Klas Il B Gianyar
I Putu Astawa Bc IP menjelaskan,

Lapas atau LP merupakan tem-
pat untuk melaksanakan pembi-
‘naan narapidana dan anak didik
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hak Rutan kini sedang memproses

sudahbda putusan hukum. Rutan -
merupakan tempat menahan
tersangka atau terdakwa untuk
sementara waktu sebelum kelu-
arnya putusan péngadilan;yan#
berkekuatan hukum tetap.
Terkait tiga mantan Direksj
PDAM yang sudah diputus MA,
kini masih di Rutan Klas [ B -
Gianyalr: Putu Astawa menyampai-

- kan sementara waktu tiga mantan

direksi ini masih di Rutan karena
masih (dalam proses imput data
mﬁg nanti dikirim ke Ka'nwil_Dem {

i |l 3 i i o
Kepalq Rutan Klas Il B Gianyar Putu Astawa Bc IR

|

| pidana ini akan dibawa, Astawa
" belu

-~ danaitu, salah satunya terpidana

I

©® NUSABALI/EKA SRI

kum dan HAM Bali. “Masih dalam
proses, dan nanti akan diajukan
pemindahan,” ungkap Aswata.
Kemana nantinya ketiga nara-
im bisa memastikan, namun.
pasti di LP atau Lapas. Namun
kasusnya di Gianyar, untuk se-
mentara tiga terpidana ini digir-
ing ke Rutan Klas I B Gianyar.
Sementara itu, dari tiga narapi-

I Nyoman' Nuka, mantan Dirtek
PDAM, berqqcana mengajukan
S ) |87l | i [ g - 0
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temui
Gianyar, Rabu ( 7/7),
enyampaikan, dirinya
s menuntut keadildn, dan

IKuma

Ppenjarayang dijatiihkan

dila ‘ ni

gﬁd 1'dir1nya akan tetap d
dirinya menuntut aparat

amun (
hukum se

he ‘tav‘Iamelaporkan

"ipikor Indone51a

injauan kembali) pufusan
amun yang mehjadi

| dirinya mengaku m
a salman putusan MA itu.

hukum menegdkkan
adil-adilnya. Upaya yang
»ya, sudah melaporkan

ejari Gianyar, Kejaksaan
i, Kejaksaan Agung,

» BPK RI Perwakilan Frrovinsi Bali

keadilan. Disinggung dua rekan-
nya, Dewa Putu ,D)atl dan Dewa
Nyoman Putra, ng men-
jalani hukuman as IIB
Gianyar, Nuka me kan ked-
uanya tidak akan n}eng]ukan PK.
Hanya dirinya yang 1 mengaju-
kan, ia pun sudah me rsiapkan
segala Eokumem yangdibutuhkan.
Nukﬁagugayg-e gungkapkan

kekecawaannya, ia me 1jadi Dirt-
ek yang memiliki tugas pelak-
saan secara tekms} Dalam kasus
detail engineering design (DED)
ia hanya meranc ngfdeE apa

| yang dirancang dapat dilak-

sanakan atas persetujuan Badan
Pengawas BP). ° L nya jika
ada kekeliruan t Ketua
‘Badan Pengawas | M (Widar-
ma, Red) yang menggvaiuasn
bukan malah membiari

“ Sebagaimana diketa i, tiga

arakat yang tent mya

1-sama Imemperjuan gkan

e T Ry

mantan direksi PDAM itu
dihadiahi hukuman pen aia lima
- tahun untuk Dewa Putu Djati
‘ dan denda Rp 200 juta ubsider

man Nuka duatuhl h

tahun penjara plus gant rugi

senilai yang sama. @ ﬁﬁ




